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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Asas Proporsionalitas
1. Pengertian Asas Proporsionalitas 
Asas proporsionalitas merupakan asas hukum yang menekankan adanya keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks hukum administrasi dan tindakan aparat negara, asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau aparat tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan harus sebanding dengan kebutuhan hukum dan keadaan faktual yang dihadapi di lapangan.

Dalam tindakan kepolisian, asas proporsionalitas menjadi ukuran penting untuk menilai apakah tindakan anggota Polri telah sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui komunikasi, imbauan, atau negosiasi, maka penggunaan tindakan yang lebih keras tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi pengendali agar kewenangan kepolisian tidak berubah menjadi tindakan represif.

Asas proporsionalitas juga berkaitan dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat harus tunduk pada hukum dan tidak boleh melampaui batas kewenangan. Oleh karena itu, aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan wajib mempertimbangkan kepentingan umum, hak warga negara, dan risiko yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil.

Dalam pengamanan unjuk rasa, asas proporsionalitas menghendaki agar tindakan kepolisian disesuaikan dengan karakter aksi. Apabila aksi berlangsung damai, maka tindakan yang tepat adalah pengawalan, pengaturan arus lalu lintas, komunikasi dengan penanggung jawab aksi, dan perlindungan terhadap peserta maupun masyarakat sekitar. Tindakan tegas baru dapat dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan, fasilitas umum, atau ketertiban masyarakat.

Asas proporsionalitas tidak hanya mengatur bentuk tindakan, tetapi juga tahapan tindakan. Artinya, tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertahap mulai dari pendekatan persuasif, preventif, hingga represif apabila keadaan benar-benar memaksa. Dengan pola demikian, proporsionalitas berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak melompat langsung kepada penggunaan kekuatan tanpa alasan yang sah.

2. Dasar Hukum Asas Proporsionalitas 
Dasar hukum asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh negara, termasuk oleh aparat kepolisian.

Selain itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, serta memenuhi tuntutan keadilan, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pembatasan terhadap unjuk rasa harus dilakukan secara seimbang dan tidak boleh berlebihan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menjadi dasar penting bagi penerapan asas proporsionalitas. Undang-undang ini mengakui hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun sekaligus mengatur kewajiban peserta aksi agar menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan menaati ketentuan hukum.

Dalam konteks kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

Asas proporsionalitas juga dapat dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan ini menjadi dasar teknis bagi kepolisian dalam memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Dengan demikian, dasar hukum asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan peraturan teknis kepolisian. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan kepolisian harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak menyampaikan pendapat dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur Asas Proporsionalitas 
Unsur pertama asas proporsionalitas adalah adanya tujuan yang sah. Dalam pengamanan unjuk rasa, tujuan yang sah tersebut adalah menjaga keamanan, ketertiban umum, keselamatan peserta aksi, keselamatan masyarakat sekitar, dan perlindungan terhadap objek yang menjadi sasaran aksi. Tujuan ini harus jelas agar tindakan kepolisian tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan hak secara sewenang-wenang.

Unsur kedua adalah kesesuaian antara tindakan dan keadaan yang dihadapi. Tindakan kepolisian harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, seperti jumlah massa, karakter aksi, tingkat kerawanan, dan potensi gangguan. Jika aksi masih berlangsung damai, maka tindakan yang digunakan harus bersifat persuasif dan preventif.

Unsur ketiga adalah kebutuhan tindakan. Artinya, tindakan kepolisian hanya boleh dilakukan sejauh memang diperlukan untuk mencapai tujuan pengamanan. Apabila suatu keadaan masih dapat dikendalikan dengan cara yang lebih ringan, maka tindakan yang lebih keras tidak boleh digunakan. Unsur kebutuhan ini menjadi pembatas penting dalam tindakan kepolisian.

Unsur keempat adalah keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Kepolisian harus menilai apakah tindakan yang diambil membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan. Dalam pengamanan unjuk rasa, tindakan yang terlalu keras dapat memicu konflik baru, sehingga aparat harus mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari setiap langkah yang diambil.

Unsur kelima adalah penggunaan tindakan secara bertahap. Tindakan kepolisian sebaiknya dimulai dari komunikasi, imbauan, negosiasi, pengaturan, hingga tindakan lebih tegas apabila keadaan berkembang menjadi tidak terkendali. Tahapan ini penting untuk menjaga agar pengamanan tetap berada dalam koridor profesional dan tidak menimbulkan kesan represif.

Dengan demikian, unsur-unsur asas proporsionalitas dalam penelitian ini meliputi tujuan yang sah, kesesuaian tindakan, kebutuhan tindakan, keseimbangan akibat, dan tahapan penggunaan kewenangan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan Polres Batubara dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa telah dilakukan secara tepat dan terukur.

4. Fungsi Asas Proporsionalitas dalam Tindakan Kepolisian 
Asas proporsionalitas berfungsi sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi lapangan. Dalam pengamanan unjuk rasa, situasi dapat berubah secara cepat, sehingga aparat kepolisian harus mampu menyesuaikan tindakan dengan perkembangan keadaan. Dengan adanya asas proporsionalitas, setiap tindakan dapat diukur berdasarkan kebutuhan dan tingkat ancaman.

Fungsi lain asas proporsionalitas adalah mencegah tindakan kepolisian yang berlebihan. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan kekuatan atau tindakan tegas apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui pendekatan persuasif. Hal ini penting untuk menjaga agar pengamanan unjuk rasa tidak berubah menjadi tindakan yang melanggar hak warga negara.

Asas proporsionalitas juga berfungsi melindungi hak peserta unjuk rasa. Dalam negara demokrasi, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tetap memiliki hak untuk didengar dan dilindungi. Tugas kepolisian bukan untuk membungkam aspirasi, tetapi menjaga agar penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.

Selain melindungi peserta aksi, asas proporsionalitas juga melindungi aparat kepolisian. Dengan bertindak secara terukur dan sesuai prosedur, anggota Polri dapat terhindar dari tuduhan penyalahgunaan wewenang, tindakan represif, atau pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, proporsionalitas juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi aparat yang bertugas.

Dalam pengamanan unjuk rasa, asas proporsionalitas juga mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap Polri. Masyarakat akan lebih mudah menerima tindakan kepolisian apabila tindakan itu terlihat wajar, terukur, dan tidak berlebihan. Sebaliknya, tindakan yang tidak proporsional dapat menurunkan legitimasi kepolisian di mata masyarakat.

Dengan demikian, fungsi asas proporsionalitas dalam tindakan kepolisian adalah sebagai pedoman, pembatas, perlindungan hak, perlindungan aparat, dan sarana menjaga kepercayaan publik. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pengamanan unjuk rasa mahasiswa oleh Polres Batubara agar tetap seimbang antara keamanan dan kebebasan menyampaikan pendapat.

B. Asas Diskresi
1. Pengertian Diskresi Kepolisian 
Diskresi kepolisian merupakan kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu. Kewenangan ini diperlukan karena tidak semua situasi di lapangan dapat diatur secara rinci oleh peraturan tertulis. Oleh karena itu, diskresi menjadi ruang bagi kepolisian untuk bertindak cepat, tepat, dan bertanggung jawab ketika menghadapi keadaan yang membutuhkan keputusan segera.

Dalam praktik kepolisian, diskresi sering muncul ketika aparat menghadapi situasi yang berubah secara cepat. Pengamanan unjuk rasa adalah salah satu contoh situasi yang membutuhkan diskresi, karena kondisi massa, jalannya aksi, dan potensi gangguan tidak selalu dapat diprediksi secara pasti. Dalam keadaan demikian, aparat harus mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan umum.

Diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan mutlak. Meskipun anggota Polri diberi ruang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, tindakan tersebut tetap harus berlandaskan hukum, kepatutan, dan kode etik profesi. Dengan demikian, diskresi adalah kewenangan yang dibatasi oleh hukum dan tanggung jawab moral.

Dalam pengamanan unjuk rasa, diskresi dapat digunakan untuk menentukan langkah pengamanan, mengatur rute massa, mengalihkan arus lalu lintas, melakukan negosiasi, atau mengambil tindakan tertentu untuk mencegah kerusuhan. Namun, setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak boleh merugikan hak peserta aksi secara tidak sah.

Diskresi kepolisian juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan hak warga negara. Aparat kepolisian harus mampu menilai kapan suatu aksi masih berada dalam batas kebebasan menyampaikan pendapat, dan kapan aksi tersebut mulai mengarah pada pelanggaran hukum. Penilaian inilah yang menjadi inti dari diskresi kepolisian.

Dengan demikian, diskresi kepolisian dalam penelitian ini dipahami sebagai kewenangan anggota Polri untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian profesional dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Diskresi tersebut harus digunakan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian 
Dasar hukum diskresi kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan ini menjadi dasar utama penggunaan diskresi oleh kepolisian.

Namun, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan batasan bahwa tindakan menurut penilaian sendiri hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri. Artinya, diskresi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memiliki alasan kebutuhan yang nyata.

Diskresi kepolisian juga berkaitan dengan tugas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, sering kali diperlukan tindakan cepat berdasarkan penilaian aparat di lapangan.

Dalam pengamanan unjuk rasa, dasar hukum diskresi juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang ini memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengamankan penyampaian pendapat di muka umum, sekaligus memastikan kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum. Dengan demikian, diskresi digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.

Selain itu, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 juga menjadi dasar teknis bagi kepolisian dalam memberikan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Dalam praktiknya, peraturan ini membantu aparat menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi dinamika unjuk rasa di lapangan.

Dengan demikian, dasar hukum diskresi kepolisian bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan peraturan teknis kepolisian mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa diskresi harus digunakan untuk kepentingan umum, dalam keadaan perlu, dan tetap tunduk pada hukum serta etika profesi.

3. Syarat-Syarat Penggunaan Diskresi Kepolisian 
Syarat pertama penggunaan diskresi kepolisian adalah adanya keadaan yang memerlukan tindakan segera. Diskresi digunakan ketika aparat menghadapi situasi yang tidak dapat menunggu prosedur biasa karena dapat menimbulkan gangguan keamanan, kerugian masyarakat, atau eskalasi konflik. Dalam pengamanan unjuk rasa, keadaan seperti potensi bentrokan atau gangguan lalu lintas dapat menjadi dasar penggunaan diskresi.

Syarat kedua adalah tindakan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan umum. Diskresi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau sebagai bentuk keberpihakan. Dalam konteks unjuk rasa, kepentingan umum meliputi keselamatan peserta aksi, masyarakat sekitar, aparat, dan perlindungan terhadap fasilitas umum maupun objek yang menjadi sasaran aksi.

Syarat ketiga adalah tindakan diskresi harus rasional dan objektif. Artinya, keputusan yang diambil oleh anggota Polri harus didasarkan pada fakta lapangan, bukan pada emosi, tekanan, atau prasangka. Rasionalitas ini penting agar diskresi tidak berubah menjadi tindakan subjektif yang merugikan peserta aksi atau masyarakat.

Syarat keempat adalah diskresi harus sesuai dengan hukum. Meskipun aparat dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tindakan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diskresi harus dipahami sebagai kewenangan yang lahir dari hukum dan dikendalikan oleh hukum.

Syarat kelima adalah diskresi harus memperhatikan kode etik profesi Polri. Anggota Polri yang menggunakan diskresi tetap wajib menjaga sikap profesional, tidak arogan, tidak diskriminatif, dan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Dengan demikian, diskresi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan etika profesi.

Dengan demikian, syarat-syarat penggunaan diskresi kepolisian meliputi keadaan mendesak, kepentingan umum, rasionalitas, kesesuaian hukum, dan kepatuhan pada kode etik. Dalam penelitian ini, syarat-syarat tersebut digunakan untuk menilai apakah diskresi Polres Batubara dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa telah digunakan secara tepat.
4. Batas-Batas Diskresi Kepolisian 
Batas pertama diskresi kepolisian adalah peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pengamanan unjuk rasa, diskresi tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi aksi secara sewenang-wenang apabila aksi tersebut masih berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan.

Batas kedua adalah asas kepentingan umum. Diskresi hanya dapat digunakan apabila tindakan itu benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Apabila tindakan diskresi justru merugikan masyarakat atau peserta aksi tanpa alasan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum dan etik.

Batas ketiga adalah asas proporsionalitas. Diskresi harus digunakan secara seimbang dengan keadaan yang dihadapi. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan tindakan keras apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui dialog, imbauan, atau negosiasi. Dengan demikian, diskresi harus berjalan seiring dengan prinsip proporsionalitas.

Batas keempat adalah larangan penyalahgunaan wewenang. Diskresi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk bertindak arogan, diskriminatif, atau represif. Dalam negara hukum, kewenangan yang diberikan kepada aparat harus digunakan untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk menunjukkan kekuasaan secara berlebihan.

Batas kelima adalah akuntabilitas. Setiap tindakan diskresi harus dapat dijelaskan alasan, tujuan, dan dasar pertimbangannya. Apabila diskresi digunakan secara keliru, maka anggota Polri yang mengambil tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif, etik, maupun hukum.

Dengan demikian, batas-batas diskresi kepolisian meliputi hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, batas-batas tersebut menjadi dasar untuk menilai penggunaan diskresi dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara.

C. Unjuk Rasa
1. Pengertian Unjuk Rasa 
Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyampaikan pikiran, aspirasi, kritik, atau tuntutan terhadap suatu persoalan tertentu. Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan publik.

Unjuk rasa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan ketertiban. Dalam banyak keadaan, unjuk rasa justru menjadi saluran koreksi sosial terhadap pemerintah atau lembaga publik. Oleh karena itu, unjuk rasa memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual sering menggunakan unjuk rasa sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap persoalan publik. Dalam konteks ini, unjuk rasa mahasiswa memiliki karakter khas karena biasanya berkaitan dengan isu pemerintahan, keadilan sosial, korupsi, pelayanan publik, atau kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Meskipun demikian, unjuk rasa tetap harus dilaksanakan secara tertib. Hak menyampaikan pendapat bukanlah hak yang bebas tanpa batas. Peserta aksi tetap wajib menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan tidak melakukan kekerasan atau perusakan fasilitas publik.

Dari sudut kepolisian, unjuk rasa merupakan kegiatan masyarakat yang harus dilayani dan diamankan. Kepolisian tidak boleh memandang unjuk rasa sebagai ancaman sejak awal, tetapi harus menilai situasi secara objektif. Apabila aksi berlangsung damai, maka tugas kepolisian adalah memastikan aksi tetap berjalan aman dan tertib.

Dengan demikian, unjuk rasa dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk penyampaian pendapat mahasiswa di muka umum yang harus dilindungi sebagai hak konstitusional, namun tetap harus dikelola agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, pengamanan unjuk rasa membutuhkan penerapan asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian secara tepat.

2. Dasar Hukum Unjuk Rasa di Indonesia 
Dasar hukum utama unjuk rasa di Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini memperkuat dasar konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Pengaturan khusus mengenai unjuk rasa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur bentuk penyampaian pendapat, tata cara pemberitahuan, hak dan kewajiban peserta, serta kewajiban aparat dalam mengamankan kegiatan tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan melalui unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unjuk rasa merupakan bentuk yang sah dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa. Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan unjuk rasa, Polri wajib menjaga agar kegiatan tersebut berlangsung aman dan tertib.

Dengan demikian, dasar hukum unjuk rasa di Indonesia bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketiganya menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak warga negara yang harus dilindungi, namun pelaksanaannya tetap berada dalam batas hukum dan ketertiban umum.

3. Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum 
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa biasanya dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik atau di depan lembaga tertentu untuk menyampaikan tuntutan. Bentuk ini sering digunakan karena memungkinkan aspirasi disampaikan secara langsung kepada pihak yang menjadi sasaran aksi.

Selain unjuk rasa, penyampaian pendapat juga dapat dilakukan dalam bentuk pawai. Pawai biasanya dilakukan dengan berjalan bersama melewati rute tertentu sambil membawa simbol, spanduk, atau alat peraga. Dalam konteks tertentu, pawai dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi yang damai, tetapi tetap memerlukan pengaturan agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum.

Bentuk lainnya adalah rapat umum. Rapat umum merupakan kegiatan berkumpulnya orang banyak di suatu tempat untuk menyampaikan pendapat, mendengar orasi, atau membahas isu tertentu. Rapat umum biasanya memiliki struktur kegiatan yang lebih terpusat dibandingkan unjuk rasa yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Penyampaian pendapat juga dapat dilakukan melalui mimbar bebas. Mimbar bebas memberikan ruang kepada warga negara untuk menyampaikan pikiran atau kritik secara terbuka. Bentuk ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara damai tanpa harus selalu melibatkan arak-arakan massa.

Dalam praktik mahasiswa, bentuk penyampaian pendapat sering menggunakan gabungan beberapa bentuk, seperti unjuk rasa, orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan penggunaan alat peraga. Semua bentuk tersebut sah sepanjang dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum meliputi unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah unjuk rasa mahasiswa, karena bentuk tersebut berkaitan langsung dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Batubara.

4. Hak dan Kewajiban Peserta Unjuk Rasa 
Peserta unjuk rasa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas di muka umum. Hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan politik warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan hak ini, masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, dan tuntutan kepada pemerintah atau lembaga publik secara terbuka.

Peserta unjuk rasa juga berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dari aparat kepolisian. Perlindungan ini penting agar peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut sepanjang kegiatan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kepolisian harus hadir sebagai pelindung hak, bukan sebagai penghalang aspirasi.

Namun, peserta unjuk rasa juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Artinya, penyampaian pendapat tidak boleh menghilangkan hak masyarakat lain untuk beraktivitas, menggunakan jalan, atau memperoleh rasa aman. Hak berpendapat harus dijalankan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Peserta aksi juga wajib menaati hukum dan menjaga ketertiban umum. Mereka tidak boleh melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, membawa benda berbahaya, atau mengucapkan kalimat provokatif yang dapat menimbulkan konflik. Kewajiban ini menjadi batas agar unjuk rasa tidak berubah menjadi pelanggaran hukum.

Dalam pengamanan unjuk rasa, pemahaman terhadap hak dan kewajiban peserta sangat penting bagi kepolisian. Aparat harus menghormati hak peserta aksi, namun juga berwenang mengambil tindakan apabila peserta melanggar kewajibannya. Di sinilah diperlukan penerapan proporsionalitas dan diskresi secara tepat.

Dengan demikian, hak dan kewajiban peserta unjuk rasa harus berjalan seimbang. Peserta berhak menyampaikan pendapat, tetapi juga wajib menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menaati hukum. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar bagi kepolisian dalam menentukan bentuk pengamanan di lapangan.

D. 
Kode Etik Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa
1. Pengertian Kode Etik Polri 
Kode Etik Polri merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan anggota Polri dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik ini menjadi pedoman agar setiap anggota kepolisian bertindak profesional, bermoral, dan sesuai dengan martabat profesi.

Dalam pengamanan unjuk rasa, kode etik Polri sangat penting karena anggota kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. Situasi seperti ini menuntut anggota Polri untuk bersikap sabar, terukur, tidak arogan, dan tidak mudah terpancing oleh dinamika massa.

Kode etik Polri tidak hanya mengatur hubungan internal kepolisian, tetapi juga hubungan anggota Polri dengan masyarakat. Oleh sebab itu, anggota Polri harus menjaga perilaku agar tidak menimbulkan kesan intimidatif atau represif. Dalam pengamanan unjuk rasa, sikap aparat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Kode etik juga berfungsi sebagai standar moral dalam penggunaan kewenangan. Anggota Polri memiliki kewenangan untuk mengatur, mengamankan, dan mengambil tindakan tertentu, tetapi kewenangan itu harus digunakan secara patut. Dengan demikian, kode etik menjadi pengendali agar kewenangan tidak disalahgunakan.

Dalam praktik pengamanan unjuk rasa, kode etik Polri membantu membedakan antara tindakan tegas yang sah dan tindakan berlebihan yang melanggar etika. Tindakan tegas dapat dibenarkan apabila diperlukan dan sesuai prosedur, tetapi tindakan yang kasar, arogan, atau tidak proporsional dapat menjadi pelanggaran etik.

Dengan demikian, kode etik Polri dalam penelitian ini dipahami sebagai pedoman perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Kode etik tersebut digunakan untuk menilai apakah tindakan anggota Polres Batubara telah mencerminkan profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

2. Dasar Hukum Kode Etik Polri 
Dasar hukum Kode Etik Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa kode etik memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, kode etik tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga menjadi standar pelaksanaan tugas kepolisian.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur nilai, norma, kewajiban, larangan, dan mekanisme penegakan kode etik bagi anggota Polri.

Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, dasar hukum kode etik Polri juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kepolisian wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga tindakan anggota Polri harus dilakukan sesuai hukum dan etika profesi.

Selain itu, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 juga berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Peraturan ini menjadi pedoman teknis agar pengamanan unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang sesuai prosedur kepolisian.

Dengan demikian, dasar hukum kode etik Polri dalam pengamanan unjuk rasa bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan peraturan teknis kepolisian. Seluruh dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa anggota Polri harus bertindak profesional dan etis dalam pengamanan aksi mahasiswa.

3. Prinsip-Prinsip Kode Etik Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa 
Prinsip pertama kode etik Polri dalam pengamanan unjuk rasa adalah profesionalitas. Anggota Polri harus menjalankan tugas sesuai prosedur, tidak bertindak berdasarkan emosi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Profesionalitas menuntut aparat mampu membaca situasi lapangan secara objektif dan mengambil tindakan yang tepat.

Prinsip kedua adalah proporsionalitas. Setiap tindakan anggota Polri harus seimbang dengan situasi yang dihadapi. Apabila massa aksi masih tertib, maka tindakan pengamanan harus bersifat persuasif. Apabila situasi meningkat, tindakan dapat disesuaikan, tetapi tetap harus terukur dan tidak berlebihan.

Prinsip ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peserta unjuk rasa tetap merupakan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, anggota Polri harus menjaga agar pengamanan tidak mencederai kebebasan berekspresi dan tidak menimbulkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Prinsip keempat adalah akuntabilitas. Setiap tindakan anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi penggunaan kekuatan, pembatasan gerak massa, atau tindakan tertentu, maka tindakan itu harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas.

Prinsip kelima adalah netralitas. Dalam pengamanan unjuk rasa, anggota Polri tidak boleh berpihak kepada peserta aksi maupun pihak yang menjadi sasaran aksi. Kepolisian harus berdiri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai pembela salah satu pihak.

Dengan demikian, prinsip-prinsip kode etik Polri dalam pengamanan unjuk rasa meliputi profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan HAM, akuntabilitas, dan netralitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai kualitas pengamanan unjuk rasa mahasiswa oleh Polres Batubara.

4. Kewajiban dan Larangan Anggota Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa 
Dalam pengamanan unjuk rasa, anggota Polri berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan. Kewajiban ini meliputi perlindungan terhadap peserta aksi, masyarakat sekitar, petugas, dan objek yang menjadi sasaran aksi. Dengan demikian, kehadiran kepolisian harus memberikan rasa aman bagi semua pihak.

Anggota Polri juga wajib bertindak profesional dan humanis. Profesionalitas menghendaki agar aparat bekerja sesuai prosedur, sedangkan sikap humanis menuntut aparat menghormati martabat peserta aksi. Dalam unjuk rasa mahasiswa, sikap ini sangat penting agar komunikasi antara aparat dan massa tetap berjalan baik.

Selain itu, anggota Polri wajib mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui imbauan, komunikasi dengan koordinator aksi, negosiasi, serta pengaturan jalannya massa. Cara-cara tersebut penting untuk mencegah konflik dan menjaga agar aksi tetap damai.

Di sisi lain, anggota Polri dilarang melakukan tindakan berlebihan, arogan, provokatif, atau menggunakan kekuatan tanpa alasan yang sah. Larangan ini penting karena tindakan aparat yang tidak terkendali dapat memperburuk situasi dan menimbulkan pelanggaran etik maupun hukum.

Anggota Polri juga dilarang bersikap diskriminatif atau berpihak dalam pengamanan unjuk rasa. Kepolisian harus menjaga netralitas dan tidak boleh menggunakan kewenangan untuk menekan aspirasi tertentu. Netralitas ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Dengan demikian, kewajiban dan larangan anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa menjadi dasar etik dalam menilai tindakan aparat di lapangan. Dalam penelitian ini, kewajiban dan larangan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara telah dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai kode etik.
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